
BAB II 

 
LANDASAN TEORI 

 
2.1 Uraian Teori 

 
2.1.1. Teori Keadilan 

 

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the 

search for justice”.
1
 Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. 

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan 

kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya 

nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice 

dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state. 

 
a. Teori Keadilan Aritoteles 

 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean 

ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu 

sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti 

dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam 

kaitannya dengan keadilan”.
2 

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi 

bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak 

proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. 

Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum 

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan 

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

 
 

1
Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 

Hal. 24  
2
L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , 

Jakarta. Hal. 11-12 
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Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam 

keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah 

keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan 

commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan 

prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.
3
 Dari 

pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. 

 
Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan 

barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan 

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak 

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku 

dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan 

nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
4 

b. Teori Keadilan John Rawls 

 

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, 

John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law of Peoples, yang 

memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.
5 

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, 

berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial 

(social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat 

mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh 

rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.
6 

 
 
 
 
 

 
3 Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25  
4 Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor

  

1 , Hal. 135. 
5 Ibid Hal. 139  
6 Ibid Hal. 140
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Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip 

keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi 

asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).
7 

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap 

individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi 

lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat 

melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” 

yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas 

(rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar 

masyarakat (basic structure of society). 

 
Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa 

setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, 

termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep 

atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls 

menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya 

disebut sebagai “Justice as fairness”.
8 

 
Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip 

keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan 

yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, 

ekonomi pada diri masing-masing individu. 

 

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty 

principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik 

(political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of speech 

 
 

7 Ibid  

8 John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah 
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. 
Yogyakarta. Hal. 90 
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and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference 

principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal oppotunity 

principle). 

 
Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program 

penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip 

keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang 

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat 

timbal balik.
9 

 
Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat 

sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, 

pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 

beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, 

melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah 

dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. 

Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan 

kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 

 
c. Teori Keadilan Hans Kelsen 

 

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan bahwa hukum 

sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia 

dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.
10

 

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu 

dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, 

 
namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.  

 
9
Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 

Bandung, Nusa Media. Hal. 7 
10 Ibid Hal. 9 
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Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang 

 

bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan 

 

bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak 

 

mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, 

 

yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut 

 

dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan 

 

manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan 

 

pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-

faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.
11 

 
Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal 

 

dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia 

 

atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum 

 

alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan 

 

manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, 

karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.
12 

 
Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, 

 

mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep 

 

keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. 
 

Menurut Hans Kelsen:
13 

 

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam 
mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari 
fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik 

mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat 
mata yang dapa itangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang 

tidak tampak.”  
 
 
 
 

 
11 Ibid Hal. 12

 

12 Ibid Hal. 14
 

13 Ibid 
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Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang 

keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan 

dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang 

pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik 

kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu 

kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai 

suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.
14 

 
Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh 

dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan 

legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu 

suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak 

diterapkan pada kasus lain yang serupa.
15

 Konsep keadilan dan legalitas inilah yang 

diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum 

nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan 

hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya 

ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.
16 

 

 

2.1.2. Pengertian Perjanjian dan Wanprestasi 

 

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah 

suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih”. 

 
 
 
 
 

 
14 Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68 

15 Ibid Hal. 71 
 

16
Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50. 
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Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
17 

 
Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak 

salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak 

antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang 

lebih sesuai dengan perkataan Belanda overeenkomst yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi 

karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk 

menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.
18 

 
Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 

Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar 

dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, 

pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga 

 

kerja.
19 

 

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian 

yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan 

dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.
20

 Tidak lengkap karena 

yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat 

mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan 

perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan 

tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup 

 
 
 
 
 

 
17

R .Subekti I, 1984. “Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”, Alumni, Bandung, .Hal. 1 
18 Ibid Hal 11.  
19 Abdulkadir Muhammad, 1986.  “Hukum Perjanjian”¸ Alumni ,Bandung. Hal. 93. 

20
Purwahid Patrik, 1994. “Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan 

Dari Undang-Undang)”, Mandar Maju, Bandung, Hal. 45. 
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perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada 

unsur persetujuan.
21 

 
Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang 

memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (rechtbetrekking) yang 

menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak 

pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. 

 
Kalau demikian, perjanjian/verbintennis adalah hubungan hukum/ rechtbetrekking 

yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu 

perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal 

yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. 

 

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa 

timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam 

hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak 

dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam 

perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak 

yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka 

dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. 

 
KUH Perdata, hal ini  dapat dilihat dalam Pasal 1338  ayat  (1)  yang mengatakan 

 

bahwa:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi 

 

mereka yang membuatnya”. 

 

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah 

berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu 

perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur 

 
 
 
 

 

21 Mariam Darus Badrulzaman, 2005. “Aneka Hukum Bisnis”, Alumni, Bandung, Hal. 18. 
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dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
22 

 

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu 

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, 

hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa 

perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. 

Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian. 

 

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-

undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran 

pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap 

pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek 

hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan 

perjanjian yang mereka perbuat. 

 
Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan 

perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati 

bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau 

lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka 

dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang 

diperjanjikan dalam perjanjian. 

 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana 

yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
23

 Akibat yang 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. “Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian”. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta,. Hal. 47.  

23 Salim Hs, 2003. “Hukum Kontrak, Teori & Tekhnik Penyusunan Kontrak”, Penerbit Sinar Grafika, 
Jakarta. Hal. 98
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sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti 

rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.
24 

 

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan 

bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai 

(ingebrekestelling). 

 
Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: 

 

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, 
barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 

dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. 
 

 

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur 

tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini 

dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).
25 

 
Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu 

prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu 

perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk 

prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.
26 

 
Lebih tegas Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu 

perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka 

dikatakan debitur itu wanprestasi”.
27 

 
Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah 

melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan 

lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi. 

  
24

Mariam Darus Badrulzaman, 2001.“Kompilasi Hukum Perikatan”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 
Hal. 19 

25 Ibid. Hal. 19  
26 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, Hal. 44.

  

27 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, Hal. 33.
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Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak 

 

dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali 

 

tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak 

 

hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin. 

 

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita 

 

kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu: 
 
 
 
 

a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian 

 
b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi 

 
c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi 

 
d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian 

 
e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. 

 

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan 

 

ada suatu akibat yang terjadi yaitu: 

 

a. Perikatan tetap ada.  
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia 
terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi 
akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan 
mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada 
waktunya.  

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata).  
c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak 
kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan 
memaksa.  

d. Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri 
dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 

KUH Perdata.
28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 Salim Hs, Op Cit Hal. 99 
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2.1.3. Syarat Sah Dalam Perjanjian 

 

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 

 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 

 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

 
c. Mengenai suatu hal tertentu 

 
d. Suatu sebab yang halal. 

 
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang- 

 

orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir 

 

dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan 

 

hukum yang dilakukan itu. 

 

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek 
yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai 
hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.  
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. 
Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli mengingini 

sesuatu barang penjual .
29 

 

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan 

 

tegas,  bukan  diam-diam.  Persetujuan  itu  juga  harus  diberikan  bebas  dari  pengaruh  atau 

 

tekanan yaitu paksaaan. 

 

Suatu  kesepakatan  dikatakan  mengandung  cacat,  apabila  kehendak-kehendak  itu 

 

mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak 

 

bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. 

 

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalakan persetujuan ialah 
ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu 
rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan 

serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.
30 

 
 
 
 

 
29 R. Subekti, I, Op.Cit, Hal. 17.  
30 Wirjono Prodjodikoro.  2011.“Azas-Azas Hukum Perjanjian”. Mandar Maju, Bandung. Hal. 33.
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Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak 

mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif, dimana orang yang 

dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa 

atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka 

jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, 

yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

 

 

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai 

alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaaan yang membuat persetujuan 

atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar. 

 
Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan 

ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut 

pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap 

sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa 

kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila 

diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiann itu tidak akan 

diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang 

mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian. 

 
Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut 

pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang 

menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua 

dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau 

dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak 

lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang 

kesalahan. 
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Misalnya sesorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, 
tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi 
misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang 
dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang 

dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.
31 

 

Kekeliruan atau kesalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan 

terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian 

justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. 

 
Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu 

pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang 

diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya. 

 
Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam 

Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa 

untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang 

itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu 

rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran 

yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian 

adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana 

kecakapan itu dapat kita bedakan: 

 
a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah. 

 

b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk 

mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan 

batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri. 

 
Perihal ketidakcakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 

 

1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu: 

 

a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa  
 
 

 
31 R. Subekti, I, Op.Cit., Hal. 24. 
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b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan 

 
c. Wanita yang bersuami 

 
Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan curatele 

 

atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata 

diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, 

kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus 

dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai 

kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah maritale 

macht. 

 
Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang 

kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang 

dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 

108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan 

perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari 

suaminya sudah tidak berlaku lagi. 

 

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap 

ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu 

sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, 

yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu 

mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala 

akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak 

atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak 

yang merasa dirugikan. 

 
Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu 

perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 
mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua 

tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. 

Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang 

wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu 

harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang 

harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang 

merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang 

sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak 

dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu. 

 

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu 

yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam 

arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan 

jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang 

tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. 

 
Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di 

antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan 

kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu. 

 
Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata 

menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini 

dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. 

Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa 

adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, 

causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan 

adanya persetujuan itu”.
32 

 

 
32 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., Hal. 37.
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Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti 

bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu 

perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual 

pisaunya kalau si pembeli membunuh orang. 

 

 

2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian 

 

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut adalah sebagai 

berikut:
33 

 

 

1. Perjanjian timbal-balik. 

 

Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi 

kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli. 

 
2. Perjanjian cuma-cuma dan Perjanjian atas beban 

 

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi 

salah satu pihak saja. Misalnya Hibah. 

 
Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu 

terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya 

menurut hukum. 

 
3. Perjanjian bernama dan Perjanjian tidak bernama 

 

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. 

Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk 

undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian 

bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata. Diluar perjanjian 

 
 
 

 
33 Ibid Hal.17-20 
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bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur 

dalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. 

 

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan azas 

kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu 

contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli. 

 
4. Perjanjian campuran 

 

Sehubungan dengan perbedaan diatas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian 

campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya 

pemilik hotel yang menyewakan kamar, akan tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan 

juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham: 

 
a. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan 

secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada. 

 
b. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan 

dari perjanjian yang paling menentukan. 

 
c. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap 

perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu. 

 

5. Perjanjian obligator 

 

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk 

melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). 

Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak 

milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih 

diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan perjanjian jual belinya dinamakan 

perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak yang melakukan 

penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan. 
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6. Perjanjian kebendaan 

 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/ diserahkan kepada 

pihak lain. 

 
7. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Rill 

 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai 

penyesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menuntut KUH Perdata, perjanjian 

 

ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun 

demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku 

sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 

 
1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir 

 

ini dinamakan perjanjian Rill yang merupakan peninggalan Hukum Romawi. 

 

8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya 

 

a. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari 

kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang Pasal 1438 KUH Perdata. 

 
b. Perjanjian pembuktian yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan 

pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka. 

 
c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUH Perdata. 

 

d. Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh 

hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa, misalnya 

perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No.29 

Tahun 1984). 
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2.1.5. Bentuk-Bentuk dan Wujud Wanprestasi 

 

Ada berbagai model bagai para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun 

sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut 

Munir Fuadi adalah sebagai berikut: 

 
a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi 

 
b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. 

 

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
34

 
 

Sedangkan   menurut   Marium   Darus   dalam   bukunya   kompilasi   perikatan 

 

memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perkatan, wujud dari tidak dipenuhinya 

perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu:
35 

 
a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan 

 
b. Debitur terlambat memenuhi perikatan 

 
c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 

 

Didalam kenyataanya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak 

memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak 

menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam 

perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar 

janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak 

memenhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu 

melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan. 

 
Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang 

debitur dapat berupa 4 (empat) macam : 

 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

 
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan  

 
34 Munir Fuady, Op Cit. Hal. 89.  
35 Mariam Darus Badrulzaman 2001 Op Cit Hal. 18 
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c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat 
 

d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.
36

 

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal 
 
dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu 

suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan 

prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara 

substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila 

suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak 

melaksanakan perjanjian secara material. 

 
Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan substansial performance terhadap 

perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin exceptio non adimpleti 

contractus, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan 

prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. 

 

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin 

dihindari oleh semua pihak yang melakukan perjanjian karena dengan begitu akan 

mengurangi permasalahan yang timbul dan menghindari sengketa juga diantara para pihak. 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Aspek 

Hukum Perdata Dalam Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang mana akan 

menganalisis sebuah kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Putusan No. 

327/Pdt.G/2014/PN.Mdn untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini. 

 
 
 
 

 

36 R. Subekti, I, Op.Cit., Hal. 23. 
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Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari wanprestasi terhadap perjanjian pinjam 

meminjam uang dalam kasus ini, dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka akan 

ada penyelesaian untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi yang dalam kasus ini 

diselesaikan melalui Jalur Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri 

Medan dan mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam 

meminjam uang. 

 

 

2.3 Hipotesis 

 

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan 

yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah 

untuk sementara waktu.
37

 Adapun hipotesis penulis dalam permasalah yang dibahas adalah 

sebagai berikut : 

 
1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian karena disengaja dan 

itikad tidak baik, pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tergugat meminjam uang 

dengan, namun langsung pergi tanpa ada kabar dan membayar kewajibannya, berarti ada 

unsur kesengajaan oleh Pihak Tergugat. Ditambah pihak Tergugat tidak membayar 

bunga dan menyerahkan aset dalam perjanjian sebagai jaminan kepada pihak penggugat. 

 
2. Wanprestasi dalam perjanjian seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah atau 

diluar pengadilan, namun dalam kasus pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn 

penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan karena tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui Pengadilan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 Syamsul Arifin, Op Cit Hal.38
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